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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN PROPOSISI 
 
2.1 Kajian Pustaka 
2.1.1 Pengertian Disiplin Kerja 
Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang 
dipercaya termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang dirasakan menjadi tanggung 
jawab. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin adalah ketaatan (kepatuhan) 
kepada peraturan (tata tertib dan sebagainya). 
Disiplin adalah suatu bentuk ketaatan terhadap aturan, baik tertulis maupun 
tidak tertulis, yang telah ditetapkan. Menurut Watkins dkk. dalam Moenir 
(2000:94), disiplin dalam pengertian yang utuh ialah suatu kondisi atau sikap yang 
ada pada semua anggota organisasi yang tunduk dan taat pada aturan organisasi. 
Menurut Davis dalam Mangkunagara (2013:129), mengemukakan bahwa 
“Disiplin kerja dapat diartikan sebagai pelaksanaan manajemen untuk memperteguh 
pedoman-pedoman organisasi”. 
Pengertian disiplin menurut Hasibuan (2012:193) adalah : 
“Disiplin merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua 
peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap 
seseorang yang sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan 
tanggung jawabnya. Kesediaan adalah sikap, tingkah laku dan perbuatan 






Sedangkan Sastrohadiwiryo (2003:291) menyatakan bahwa: 
“Disiplin kerja adalah sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat 
terhadap peraturan-peraturan yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak 
tertulis, sanggup menjalankan dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-
sanksinya apabila melanggar atas tugas dan wewenang yang diberikan 
kepadanya”. 
 
Kedisiplinan dapat diartikan jika pegawai datang dan pulang kerja dengan 
tepat waktu, mengerjakan semua pekerjaan dengan baik, mematuhi semua peraturan 
dan norma-norma sosial yang berlaku. Disiplin kerja harus ditegakkan dalam suatu 
organisasi, karena tanpa dukungan disiplin kerja pegawai yang baik, maka sulit bagi 
organisasi untuk mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi, 
kedisiplinan adalah kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan. 
Dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa Disiplin Kerja 
adalah suatu usaha dari manajemen organisasi perusahaan untuk menerapkan atau 
menjalankan peraturan ataupun ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap pegawai 
tanpa terkecuali 
 
2.1.2 Macam-Macam Disiplin Kerja 
Menurut Mangkunegara (2013:129) ada dua bentuk disiplin kerja, yaitu 
disiplin preventif dan disiplin korektif. 
a. Disiplin Preventif 
Disiplin preventif adalah suatu upaya untuk menggerakan pegawai 
mengikuti dan mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan yang telah 
digariskan oleh perusahaan. Tujuan dasarnya adalah untuk menggerakkan 
pegawai berdisiplin diri. Dengan cara preventif, pegawai dapat memelihara 
dirinya terhadap peraturan-peraturan perusahaan. Pemimpin perusahaan 
mempunyai tanggung jawab dalam membangun iklim organisasi dengan 
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disiplin preventif. Begitu pula pegawai harus dan wajib mengetahui, 
memahami semua pedoman kerja serta peraturan-peraturan yang ada dalam 
organisasi. Disiplin preventif merupakan suatu sistem yang berhubungan 
dengan kebutuhan kerja untuk semua bagian sistem yang ada dalam 
organisasi. Jika sistem organisasi baik, maka diharapkan akan lebih mudah 
menegakkan disiplin kerja. 
b. Disiplin Korektif 
Disiplin korektif adalah suatu upaya menggerakkan pegawai dalam 
menyatukan suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi 
peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada perusahaan. Pada 
disiplin korektif, pegawai yang melanggar disiplin perlu diberikan sanksi 
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan pemberian sanksi adalah 
untuk memperbaiki pegawai pelanggar, memelihara peraturan yang berlaku, 
dan memberikan pelajaran kepada pelanggar. Keith Davis berpendapat 
bahwa disiplin korektif memerlukan perhatian proses yang seharusnya, yang 
berarti bahwa prosedur harus menunjukkan pegawai yang bersangkutan 
benar-benar terlibat. Keperluan proses yang seharusnya itu dimaksudkan 
adalah pertama, dalam pelanggaran. Kedua, hak untuk didengar dalam 
beberapa kasus terwakilkan oleh pegawai lain. Ketiga, disiplin itu 
dipertimbangkan dalam hubungannya dengan keterlibatan pelanggaran. 
 
 
2.1.3 Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Disiplin Kerja 
Menurut Mangkunegara (2013:131) pelaksanaan sanksi terhadap pelanggar 
disiplin dengan memberikan peringatan, harus segera, konsisten dan impersonal. 
a. Pemberian Peringatan 
Pegawai yang melanggar disiplin kerja perlu diberikan surat peringatan 
pertama, kedua, dan ketiga. Tujuan pemberian peringatan adalah agar 
pegawai yang bersangkutan menyadari pelanggaran yang telah 
dilakukannya. Di samping itu pula surat peringatan tersebut dapat dijadikan 
bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian kondite pegawai. 
b. Pemberian Sanksi Harus Segera 
Pegawai yang melanggar disiplin harus segera diberikan sanksi yang sesuai 
dengan peraturan organisasi yang berlaku. Tujuannya, agar pegawai yang 
bersangkutan memahami sanksi pelanggaran yang berlaku di perusahaan. 
Kelalaian pemberian sanksi akan memperlemah disiplin yang ada. Di 
samping itu, memberi peluang pelanggar untuk mengabaikan disiplin. 
c. Pemberian Sanksi Harus Konsisten 
Pemberian sanksi kepada pegawai yang tidak disiplin harus konsisten. Hal 
ini bertujuan agar pegawai sadar dan menghargai peraturan-peraturan yang 
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berlaku pada perusahaan. Ketidakonsistenan pemberian sanksi dapat 
mengakibatkan pegawai merasakan adanya diskriminasi pegawai, 
ringannya sanksi dan pengabaian disiplin. 
d. Pemberian Sanksi Harus Impersonal 
Pemberian sanksi pelanggaran disiplin harus tidak membeda-bedakan 
pegawai, tua muda, pria-wanita tetap diberlakukan sama sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. Tujuannya agar pegawai dengan sanksi 
pelanggaran yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
 
 
2.1.4 Pendekatan Disiplin Kerja 
Menurut Mangkunegara (2013:130) ada tiga pendekatan disiplin, yaitu 
pendekatan disiplin modern, disiplin dengan tradisi, dan disiplin bertujuan. 
a. Pendekatan Disiplin Modern 
Pendekatan disiplin modern yaitu mempertemukan sejumlah keperluan atau 
kebutuhan baru di luar hukuman. Pendekatan ini berasumsi : 
1) Disiplin modern merupakan suatu cara menghindarkan bentuk hukuman 
secara fisik. 
2) Melindungi tuduhan yang benar untuk ditersukan pada proses hukum 
yang berlaku. 
3) Keputusan-keputusan yang semaunya terhadap kesalahan atau prasangka 
harus diperbaiki dengan mengadakan proses penyuluhan dengan 
mendapatkan fakta-faktanya. 
4) Melakukan protes terhadap keputusan yang berat sebelah pihak terhadap 
kasus disiplin. 
b. Pendekatan Disiplin dengan Tradisi 
Pendekatan disiplin dengan tradisi, yaitu pendekatan disiplin dengan cara 
memberikan hukuman. Pendekatan ini berasumsi : 
1) Disiplin dilakukan oleh atasan kepada bawahan, dan tidak pernah ada 
peninjauan kembali bila telah diputuskan. 
2) Disiplin adalah hukuman untuk pelanggaran, pelaksanaannya harus 
disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya. 
3) Pengaruh hukuman untuk memberikan pelajaran kepada pelanggar 
maupun kepada pegawai lainnya. 
4) Peningkatan perbuatan pelanggaran diperlukan hukuman yang lebih 
keras. 
5) Pemberian hukuman terhadap pegawai yang melanggar kedua kalinya 
harus diberi hukuman yang lebih berat. 
c. Pendekatan Disiplin Bertujuan 
Pendekatan disiplin bertujuan berasumsi bahwa : 
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1) Disiplin kerja harus dapat diterima dan dipahami oleh semua pegawai. 
2) Disiplin bukanlah suatu hukuman, tetapi merupakan pembentukan 
perilaku. 
3) Disiplin ditujukan untuk perubahan perilaku yang lebih baik. 




2.1.5 Indikator-Indikator Kedisiplinan 
Menurut Hasibuan (2012:194-198), indikator kesidiplinan antara lain : 
a. Tujuan dan Kemampuan 
Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup 
menantang bagi kemampuan pegawai. Hal ini berarti bahwa tujuan 
(pekerjaan) yang dibebankan kepada pegawai harus sesuai dengan 
kemampuan pegawai bersangkutan, agar pegawai bekerja sungguh-sungguh 
dan disiplin dalam mengerjakannya. 
b. Teladan Pimpinan 
Teladan pimpinan sangat berperan penting dalam menentukan kedisiplinan 
pegawai karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para 
bawahannya. Pimpinan harus memberikan contoh yang baik, berdisiplin 
baik, jujur, adil, serta sesuai kata dengan perbuatan. Dengan teladan 
pimpinan yang baik, kedisiplinan bawahan pun akan ikut baik. 
c. Balas Jasa 
Balas jasa sangat berperan penting dalam menciptakan kedisiplinan 
pegawai. Artinya semakin besar balas jasa semakin baik kedisiplinan 
pegawai. Sebaliknya apabila balas jasa kecil kedisiplinan pegawai menjadi 
rendah. Pegawai sulit untuk berdisiplin baik selama kebutuhan-kebutuhan 
primernya tidak terpenuhi. 
d. Keadilan 
Keadilan yang dijadikan dasar kebijaksanaan dalam pemberian balas jasa 
(pengakuan) atau hukuman akan merangsang terciptanya kedisiplinan 
pegawai yang baik. Pemimpin yang cakap dalam memimpin selalu berusaha 
bersikap adil terhadap semua bawahannya. Jadi, keadilan harus diterapkan 
dengan baik pada setiap instansi supaya kedisiplinan pegawai organisasi 
baik pula. 
e. Pengawasan Melekat (Waskat) 
Pengawasan melekat adalah tindakan nyata dan paling efektif dalam 
mewujudkan kedisiplinan pegawai. Dengan waskat berarti atasan harus aktif 
dan langsung mengawasi perilaku, moral, sikap, gairah kerja, dan prestasi 
bawahannya. Hal ini berarti atasan harus selalu ada/hadir di tempat kerja 
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agar dapat mengawasi dan memberikan petunjuk, jika ada bawahannya yang 
mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya. 
f. Sanksi Hukuman 
Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan pegawai. 
Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, pegawai akan semakin takut 
melanggar peraturan-peraturan instansi. Sikap, dan perilaku indisipliner 
pegawai akan berkurang. Berat/ringannya sanksi hukuman yang akan 
diterapkan ikut mempengaruhi baik-buruknya kedisiplinan pegawai. Sanksi 
harus ditetapkan berdasarkan pertimbangan logis, masuk akal, dan 
diinformasikan secara jelas kepada semua pegawai. Sanksi hukuman 
seharusnya tidak terlalu ringan atau terlalu berat supaya hukuman 
hendaknya cukup wajar untuk setiap tingkatan yang indisipliner, bersifat 
mendidik, dan menjadi alat motivasi untuk memelihara kedisiplinan dalam 
instansi. 
g. Ketegasan 
Ketegasan pimpinan menegur dan menghukum setiap pegawai yang 
indisipliner akan mewujudkan kedisiplinan yang baik pada instansi tersebut. 
h. Hubungan Kemanusiaan 
Pimpinan harus berusaha menciptakan suasana hubungan kemanusiaan yang 
serasi serta mengikat, vertikal maupun horizontal diantara semua pegawai. 
Terciptanya human relationship yang serasi akan mewujudkan lingkungan 
dan suasana kerja yang nyaman. Hal ini akan memotivasi kedisiplinan yang 
baik pada instansi. Jadi, kedisiplinan pegawai akan tercipta apabila 
hubungan kemanusiaan dalam organisasi tersebut baik. 
 
2.1.6 Peraturan Pemerintah Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
 Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian, telah diatur kembali ketentuan tentang disiplin Pegawai 
Negeri Sipil dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai 
Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan 
dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila 
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tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Hukuman disiplin adalah 
hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS. 
 Pegawai Negeri Sipil dapat dikatakan sudah disiplin jika melaksanakan 
kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil, berikut kewajiban Pegawai Negeri Sipil : 
a. mengucapkan sumpah/janji PNS; 
b. mengucapkan sumpah/janji jabatan; 
c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, dan Pemerintah; 
d. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; 
e. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan 
penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; 
f. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS; 
g. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, 
seseorang, dan/atau golongan; 
h. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah 
harus dirahasiakan; 
i. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan 
negara; 
j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal 
yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah 
terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil; 
k. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; 
l. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan; 
m. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan 
sebaik-baiknya; 
n. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; 
o. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; 
p. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; 
dan 
q. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang 
berwenang. 
 
 Sedangkan larangan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disipilin Pegawai Negeri Sipil, yaitu : 
a. menyalahgunakan wewenang; 
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b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang 
lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; 
c. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain 
dan/atau lembaga atau organisasi internasional; 
d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya 
masyarakat asing; 
e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, dan 
meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen 
atau surat berharga milik negara secara tidak sah; 
f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, 
atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan 
tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara 
langsung atau tidak langsung merugikan negara; 
g. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik 
secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk 
diangkat dalam jabatan; 
h. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang 
berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; 
i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; 
j. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang 
dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani 
sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; 
k. menghalangi berjalannya tugas kedinasan; 
l. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dengan cara: 
1) ikut serta sebagai pelaksana kampanye; 
2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau 
atribut PNS; 
3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau 
4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. 
m. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan 
cara: 
1) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau 
merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau 
2) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap 
pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan 
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, 
seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit 
kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. 
n. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah 
atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan 
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surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat 
Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan 
o. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala 
Daerah, dengan cara: 
1) terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala 
Daerah/Wakil Kepala Daerah; 
2) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan 
kampanye; 
3) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau 
merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; 
dan/atau 
4) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan 
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, 
selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, 
himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam 
lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. 
 
Tabel 2.1 
Jenis Pelanggaran dan Sanksi Disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 
Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
Tingkat Hukuman Disiplin Jenis Hukuman 





Pernyataan tidak puas secara tertulis 
Hukuman Disiplin Sedang 
Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) 
tahun 
 
Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun 
 
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 
1 (satu) tahun 
Hukuman Disiplin Berat 
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 
3 (tiga) tahun 
 
Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan 




Pembebasan dari jabatan 
 
Pemberhentian dengan tidak hormat atas 
permintaan sendiri sebagai PNS 
 
Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS 
Sumber  : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
 
2.2 Kerangka Berpikir 
Menurut Muchidarsyah dalam Hasibuan (2012:193), disiplin adalah sikap 
kejiwaan dari seseorang atau sekelompok orang yang senantiasa herkehendak untuk 
mengikuti atau mematuhi segala aturan/keputusan yang telah ditetapkan. Kedisiplinan 
adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan instansi dan 
norma-norma sosial yang berlaku  
Untuk mengetahui tingkat disiplin kerja di Balai Latihan Kerja Lembang 
maka peneliti menggunakan indikator kedisiplinan dari Hasibuan (2012:194) sebagai 
berikut : 
1. Tujuan dan Kemampuan 
2. Teladan Pimpinan 
3. Balas Jasa 
4. Keadilan 
5. Pengawasan Melekat (Waskat) 
6. Sanksi Hukuman 
7. Ketegasan 





Penerapan disiplin kerja di Balai Latihan Kerja Lembang akan lebih efektif 
jika menerapkan indikator-indikator kedisiplinan, yaitu tujuan dan kemampuan, 
teladan pimpinan, balas jasa, keadilan, pengawasan melekat (waskat), sanksi 
hukuman, ketegasan dan hubungan kemanusiaan. 
